
BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2O1O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN aOLO TENTANG PENIABARAN AI{GGARAN PENDAPATAN

DAN BELAN'A DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2O1O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa- dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan presiden
Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 20og tentang Tambahan
Penghasilan Bagi Guru pegawai Negeri Sipil, perlu 

-menetapkan

Peraturan Bupati Temanggung tentang ReruUatran Atas peraturan
Bupati remanggung Nomor 1 Tahun zot} tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anigaran ZOLO,
sebagai landasan operasional pelaksanaannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Tengah;

1950 tentang Pembentukan
lingkungan Propinsi fawa

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
19Bs Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor- 33rz) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun Lgg4 tentang pajak Bimi
dan Bangunan [Lembaran Negara Repubrik Indtnesia Tahun
L994 Nomor 62, Tambahan Lembiran Negara Repubrik
Indonesia Nomor 3569 );

3. undang-undang Nomor zL rahun 1,gg7 tentang Bea perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran N"egara Republik
Indonesia Tahun 1.997 Nomor 44, Tambahan Lerib.rrn Iriugr.,

, Republik Indonesia Nomor 3688);
4. undang-undang l.lomor 2B Tahun Lggg tentang penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korufsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1,ggg
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubrir< Incronesia
Nomor 3851);

5. Undang'undang Nomor 1.T Tahun zo03 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negar;r Republik Indonesia Tahun zoot
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



6, undang-undang Nomor 1 Tahun zooqtentang perbendaharaan
Negara [Lembaran Negara Repubrik Indonlsia Tahun zooqNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubrik InJo;;ri;
Nomor a355J;

7, undang-undang Nomor 10 Tahun z0o4 tentang pembentukan
Peraturan perundang-undangan (Lembrrrn ruZgrra Republik
Indonesia Tahun zoo4 Nomoi53, ifambahan 

Lenibarun lri.g.."
Republik Indonesia Nomor a3B9);

B. undang-undang Nomor 15 Tahun zoo4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung fawab Keuangan *eglra (Lembaran
Negara Repubrik Indonesia Tahun 2004 Nom oi 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a400);9' undang-Undang Nomor zs Tahun zoo4 tentang sistemPerencanaan pembangunan Nasionar (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun zoo4 Nomor !04, Tambahan

_ - lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42\;
10.undang-Undang Nomor 32 Tahun z0o4 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara ltepublik Indonesia Tahun 2004Nomor Lzs, Tambahan Lembaian Negara Repubrik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah bebeiapa taf Jiuuah terakhirdengan undang-undang Nomor tz Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor:z ranun 2004tentang pemerintahan Daerah (Lem6aran Negara RepubrikIndonesia Tahun z00B Nomor 59, Tambahan Leribaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4Ba4);

11'undang-Undang Nomor 33 Tahun zoo4 tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tah,n 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa3B);

L2.Undang-Undang Nomor 2B Tahun
dan Retribusi Daerah (Lembaran
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Indonesia Nomor 50 9);

2009 tentang pajak Daerah
llegara Republik Indonesia
Lembaran Negara Republik

13' Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun z0o4 tentang
Kedudukan protokorer dan Keu;rngan pimpinan dan AnggotaDewan perwakilan Rakyat Daerah riemnr.in Nugr., RepublikIndonesia Tahun zoo4 Nomor 90, Timbahan tembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 441,6) sebagaiman, t.trh diubahdengan peraturan pemerintah Nornor zi Trhrn zo01 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2004 tentang Kedudukan protokoler dan Xuurnt* pimpinan

. dan Anggota Dewan perwakiran l{akyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun zoo1 Nomor 47, Tambahan

- . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a71,2);
14. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [LembaranNegara Repubrik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
_ _ 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aS)Z);
15. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun z00s tentang standarAkuntansi pemerintahan [Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 200s Nomor 49, Tambahan Le"mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor aS03);



l6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Plnjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a57\;

lT.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5B Tahun 2005 tentang'
Pengelolaan Keuangan Daerah flembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor t40, Tambahan Lembaran
llegara Republik Indonesia Nomor a57B);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5B5);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aB55);

24. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46L4);

251Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741);



27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aB26);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB29);

29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ae72);

30. Peraturan Presiden Nomor L Tahun 2'.007 tentang Pengesahan,

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2006 Nomor 6);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6J;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7J;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan fangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 10);

35.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
(Lembaran Daerah Kabupaten Ternanggung Tahun 2008
Nomor 11);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor L4 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor L5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 1-5);

3g.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis



Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 16);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2008Nomor 17);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten
Temanggung ILembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor LB);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Temanggung [Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor L9);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung [Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 20(lB Nomor 20);

44.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten
Temanggung [Lembaran Daeratr Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 21);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan |angka Menengah Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008-20t3 [Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 2J;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 20t0 Nomor 1);

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2070;

49. Peraturan Menteri Keuangan l'lomor 223/PMK-0712009
tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan
Penghasilan Guru Pegawai llegr:ri Sipil Daerah (PNSD) kepada
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009;

50. Peraturan Bupati Temanggung Nomor L Tahun 2010 tentang' 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2010 Nomor 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2O,.O
TENTANG PENIABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANIA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Ternanggung Nomor 1 Tahun
20L0 tentang Penjabaran Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran zolo (Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2010 Nomor 1), diubah sebagaimana berikut:

Pos Dinas Pendidikan Kelompok Belanja Tidak Langsung diubah sebagaimana
tersebut dalam lampiran yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal llt Pebruari 2010

GGUNG,

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal .ISpebruari 2010

BERITA DAEMH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2O1O NOMOR 1-1

{f;
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ARIS DAERAH

TE!!41{ccuNG,
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